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ABSTRACT  
The mandatory use of the Indonesian language in agreements involving foreign parties is 
often overlooked, leading to legal uncertainty in international business practices in 
Indonesia. This research aims to analyze the legal consequences of non-compliance with the 
use of the Indonesian language in international contracts based on Law Number 24 of 2009. 
The research method employed is normative juridical with a case study approach to the 
Supreme Court Decision Number 601 K/Pdt/2015 regarding the dispute between PT Bangun 
Pratama Karya Lestari and Nine AM Ltd. The results indicate that the obligation to use the 
Indonesian language in contracts involving Indonesian parties is imperative. In its decision, 
the Supreme Court ruled that contracts drafted solely in a foreign language violate the 
objective requirements for a valid agreement, specifically "a lawful cause," as they contravene 
statutory regulations. Consequently, the contract is declared null and void from the outset, 
meaning the agreement is deemed never to have existed. The implications of this research 
emphasize the importance of formal compliance with linguistic aspects to ensure legal 
protection and the validity of international contracts in Indonesia 
Keywords: Indonesian Language, International Contract, Law Number 24 of 2009. 
 
ABSTRAK  
Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing 
seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis 
internasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari 
ketidakpatuhan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 
K/Pdt/2015 dalam sengketa antara PT Bangun Pratama Karya Lestari dan Nine AM Ltd. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam 
kontrak yang melibatkan pihak Indonesia bersifat imperatif. Mahkamah Agung dalam 
putusannya menetapkan bahwa kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing telah 
melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu "sebab yang halal" karena bertentangan 
dengan undang-undang. Akibatnya, kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum (null 
and void) sejak awal, sehingga kesepakatan dianggap tidak pernah ada. Implikasi dari 
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penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan formal terhadap aspek kebahasaan guna 
menjamin perlindungan hukum dan validitas kontrak internasional di Indonesia. 
Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Kontrak Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2009. 
 
PENDAHULUAN  

Bahasa memiliki peran fundamental sebagai alat komunikasi dan simbol 
identitas nasional, terutama dalam ranah hukum di mana ketepatan makna menjadi 
dasar kepastian hukum. Di Indonesia, Pasal 36 UUD 1945 mengukuhkan Bahasa 
Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang wajib digunakan dalam dokumen 
hukum. Namun, era globalisasi memicu peningkatan transaksi bisnis lintas negara 
yang sering kali menggunakan bahasa Inggris sebagai standar global. Hal ini 
menimbulkan benturan norma ketika Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2009 secara imperatif mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap 
perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini 
memicu persoalan yuridis yang kompleks, terutama terkait validitas kontrak yang 
hanya dibuat dalam bahasa asing. 

Urgensi masalah ini terlihat dari tren penggunaan alasan formal bahasa 
kontrak oleh pihak Indonesia untuk menghindari tanggung jawab pasca terjadi 
wanprestasi. Fenomena ini secara nyata tergambar dalam Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 601 K/Pdt/2015, di mana kontrak pinjaman antara Nine AM Ltd. dan 
PT Bangun Karya Pratama Lestari dinyatakan batal demi hukum hanya karena 
dibuat dalam bahasa Inggris. Putusan tersebut menciptakan preseden yang 
mengkhawatirkan bagi iklim investasi, karena aspek formil administratif dianggap 
mampu melumpuhkan substansi kesepakatan bisnis yang telah dilaksanakan. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu ini dari berbagai sudut 
pandang. Pertama, penelitian oleh (Yolandini & Apriandi, 2020) yang menegaskan 
bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing merupakan kewajiban 
yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan hukum nasional. Kedua, (Pertiwi & 
Priyono, 2018) menyoroti implikasi hukum kontrak bisnis internasional yang dibuat 
dalam bahasa asing yang dapat berujung pada pembatalan jika dianggap melanggar 
syarat objektif "sebab yang halal". Ketiga, (Amalia, 2018) menganalisis Putusan 
Nomor 1572 K/PDT/2015 dan menyimpulkan bahwa pembatalan perjanjian akibat 
faktor bahasa mencederai asas pacta sunt servanda. Keempat, (Kosasih & Sirait, 2022) 
mengkaji urgensi penggunaan bahasa dalam kontrak bisnis dan potensinya dalam 
memicu sengketa investasi di masa depan. Kelima, (Fasya & Lubis, 2024) membahas 
dampak inkonsistensi antara UU No. 24 Tahun 2009 dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 
terhadap kepastian hukum bagi pihak asing. 

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas keabsahan kontrak, 
terdapat kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) mengenai posisi Bahasa 
Indonesia pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan 
pelonggaran administratif. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan 
menganalisis apakah ketidakpatuhan bahasa masih dapat dikualifikasikan sebagai 
pelanggaran syarat objektif "sebab yang halal" atau sekadar cacat administratif (lex 
imperfecta). Orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis integratif antara norma 
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UU No. 24 Tahun 2009, Perpres No. 63 Tahun 2019, dan pedoman terbaru SEMA No. 
3 Tahun 2023 untuk merumuskan akibat hukum yang proporsional. 

 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal. Tipe 
penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan studi kasus yuridis (judicial 
case study) terhadap Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU No. 24/2009, 
KUHPerdata, Putusan MA), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum), dan 
bahan hukum tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi 
kepustakaan dan studi dokumen secara sistematis. Teknik pengolahan data meliputi 
pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara 
kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai korelasi antara 
kewajiban administratif bahasa dengan keabsahan materiil sebuah perikatan hukum. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa 
Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak Indonesia sebagaimana diatur 
dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan sering kali disalahtafsirkan 
sebagai syarat sah objektif yang jika dilanggar berakibat batal demi hukum.  

Dalam pembuatan kontrak di Indonesia, penggunaan bahasa diatur secara 
khusus oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi: 

Ayat (1): 
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian 

yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga 
swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.” 

Ayat 2 
“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud p]ada ayat (1) 

yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut 
dan/atau bahasa Inggris. Pasal ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam 
setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan 
persoalan tersendiri, terutama ketika kontrak hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa 
versi bahasa Indonesia, sehingga memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian 
hukum bagi para pihak yang terlibat.” 

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau 
perjanjian yang melibatkan entitas Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 31 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Namun, norma tersebut tidak 
disertai dengan ketentuan sanksi atau konsekuensi yuridis yang jelas apabila terjadi 
pelanggaran, seperti pembuatan kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing. 
Kekosongan norma sanksi ini menciptakan celah hukum (loophole) yang 
memungkinkan para pihak untuk mengajukan pembatalan perjanjian dengan dalih 
bertentangan dengan syarat sah objektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu suatu sebab yang halal. Pembatalan perjanjian 
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dengan alasan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal 
karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2009 mengandung argumentasi yang tidak tepat karena sebab yang halal menurut 
Subekti adalah terkait dengan isi perjanjian dan bukan hal yang menyebabkan 
seseorang membuat perjanjian. (Naja, 2006) 

Menurut Muljadi &  Widjaja (2008) sebab yang halal berdasarkan Pasal 1230 
KUH Perdata Jo. Pasal 1337 KUH Perdata tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi 
dalam perjanjian yang menimbulkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh para pihak. 
Sudargo (1998) juga menekankan dengan kata lain sebab yang halal yang dimaksud 
dalam perjanjian ini adalah pretasi yang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum baik dalam arti hal yang 
membatasi seseorang untuk bertindak leluasa ataupun ketertiban umum dari segi 
keamanan dan keadilan.  

Secara konsisten yurisprudensi Mahkamah Agung bersikap bahwa apabila 
unsur kausa yang halal dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi maka akan 
mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Namun apa yang dimaksud dengan 
kausa yang halal haruslah ditafsirkan secara benar, sebab KUH Perdata sendiri tidak 
mengatur dengan jelas ruang lingkup kausa yang halal. Oleh karena itu, dengan 
merujuk kepada sumber hukum yang otoritatif seperti doktrin atau yurisprudensi 
tetap Mahkamah Agung maka diketahuilah bahwa ruang lingkup kausa yang halal 
adalah isi atau dasar perjanjian, bukan sebagai penyebab ataupun motif dibuatnya 
perjanjian. Bahkan sekalipun dalam suatu perjanjian tidak ditemukan secara jelas isi 
atau dasarnya atau kausanya. (Laksana & Nugroho, 2024) 

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menegaskan bahwa nota 
kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi 
pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan 
warga negara Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 
Lagu Kebangsaan tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi atau konsekuensi 
yuridis apabila ada nota kesepahaman atau perjanjian yang tidak dibuat dalam 
bahasa Indonesia atau dibuat dalam bahasa asing saja.  

Kekosongan norma akibat tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan 
pelanggaran Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan memberikan celah 
bagi pihak-pihak dalam perjanjian untuk mengajukan permohonan pembatalan 
perjanjian dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan 
dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) seperti kasus yang terjadi antara Nine AM., Ltd. melawan PT Bangun 
Karya Pratama Lestari dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015. 

Sengketa hukum antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) dan Nine 
AM. Ltd. bermula dari gugatan pembatalan perjanjian pinjaman (Loan Agreement) 
senilai USD 4.422.000 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 
2012. Inti permasalahan yuridis dalam perkara ini terletak pada pelanggaran sifat 
imperatif Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, di mana kontrak tersebut hanya 
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disusun dalam Bahasa Inggris tanpa disertai versi Bahasa Indonesia. Melalui Putusan 
Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, pengadilan tingkat pertama menyatakan 
perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void) karena melanggar syarat 
objektif sahnya perjanjian terkait kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 
1320 KUH Perdata. 

Resolusi  hukum berlanjut pada tingkat banding, di mana Pengadilan Tinggi 
DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI menguatkan putusan 
sebelumnya dan menegaskan bahwa formalitas bahasa merupakan mandat undang-
undang yang tidak dapat disimpangi. Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Nine 
AM Ltd kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 601 
K/Pdt/2014, yang berpendapat bahwa ketiadaan format Bahasa Indonesia 
mengakibatkan kontrak kehilangan kekuatan mengikatnya. 

Dalam penelitian terdahulu Laheri (2017) menjelaskan bahwa pembatalan 
perjanjian dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil karena tidak dibuat dalam 
bahasa Indonesia sangat kontradiksi dan tidak sejalan dengan asas-asas dalam 
perjanjian diantaranya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, Pacta Sunt 
Servanda (Perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagai Undang-Undang), 
itikad baik dan asas kepribadian. Dalam perkara pinjam meminjam antara PT 
Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM. Ltd., sudah terlihat jelas adanya 
kesepakatan para pihak karena Nine AM. Ltd. telah memberikan pinjaman dan PT 
Bangun Karya Pratama Lestari telah mengembalikan sejumlah pinjaman kepada 
Nine AM. Ltd., selaku kreditur PT Bangun Karya Pratama Lestari tidak bisa secara 
sepihak menyatakan tidak memahami isi perjanjian yang dibuat dalam bahasa 
Inggris karena PT Bangun Karya Pratama Lestari telah melakukan sebagian prestasi 
sebagaimana diperjanjikan dengan Nine AM. Ltd.  

Fuady (2013) berpendapat pembatalan perjanjian pinjam meminjam antara PT 
Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM. Ltd., terkesan mengesampingkan asas 
Pacta Sunt Servanda yang memegang teguh bahwa suatu perjanjian yang tidak dibuat 
secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.  PT Bangun 
Karya Pratama Lestari selaku penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu 
jika ingin membatalkan kontrak bahwa perjanjian pinjam meminjam dibuat dengan 
melanggar hukum atau karena kekhilafan. Jika pelanggaran tersebut telah terbukti 
secara hukum maka PT Bangun Karya Pratama Lestari berhak mengajukan 
pembatalan perjanjian dan Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk 
membatalkan perjanjian pinjam meminjam tersebut. 

Kalau membaca kata “wajib” baik dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009, dapat dikatakan kaidah hukum tanpa sanksi, yang dalam 
teori disebut dengan lex imperfecta. Ketaatan pada kaedah hukum bukan semata-
mata didasarkan pada sanksi yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong oleh 
alasan kesusilaan atau kepercayaan. Tidak semua pelanggaran kaedah hukum dapat 
dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya 
menurut hukum secara paksa.  Namun demikian, kaidah hukum imperatif yang 
tanpa diikuti dengan norma hukum sanksi dapat dikatakan kaidah hukum yang 
”tumpul” atau hanya sekedar ”sarung pedang” semata. 
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Nugroho (2023) dalam tulisannya berpendapat bahwa sebuah kewajiban yang 
tidak diikuti dengan instrumen sanksi semestinya dipahami sebagai sesuatu yang 
bersifat fakultatif (sukarela), dan bukan sebagai perintah yang imperatif (memaksa). 
Meskipun secara tekstual tertulis kata ”wajib”, ketiadaan sanksi yang melekat 
padanya mengubah penafsirannya menjadi setara dengan makna kata ”dapat”. 
Akibat hukumnya adalah, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka tidak akan 
muncul konsekuensi hukum apa pun yang mengikat para pihak dalam sebuah 
perjanjian. Berangkat dari pemikiran tersebut, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009 tidak perlu diletakkan dalam posisi yang berkonflik atau 
dibenturkan dengan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata mengenai syarat kausa yang 
halal. Hal ini sejalan dengan original intent atau niat asli pembentuk Undang-
Undang sebagaimana tercermin dalam memorie van toelichting Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009, yang memang tidak bertujuan mengatur penggunaan bahasa 
secara kaku. Oleh sebab itu, terminologi ”wajib” dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009 tidak secara otomatis menyebabkan batalnya kontrak yang 
tidak menggunakan Bahasa Indonesia atau kontrak yang dibuat dalam dua bahasa. 
Kata ”wajib” dalam pasal ini harus ditafsirkan sebatas keharusan untuk 
menggunakan Bahasa Indonesia, namun tanpa membawa dampak batalnya kontrak 
jika unsur Bahasa Indonesia tersebut belum atau tidak tersedia. Dengan demikian 
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan kaidah hukum 
yang di dalamnya tanpa disertai dengan adanya sanksi. Maka ketentuan “wajib” 
yang ada dalam norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
tersebut dimaknai sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif (dapat) bukan imperatif, 
karena tidak mencantumkan sanksi. Selain itu juga ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang 
mencantumkan kata “wajib” tersebut tidak serta merta menjadikan perjanjian yang 
tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum, namun “hanya” 
dimaknai sebagai keharusan menggunakan bahasa Indonesia tanpa mempunyai 
akibat hukum perjanjian menjadi batal demi hukum 

Kemudian Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.UM.01.01-35 
Tahun 2009 mengklarifikasi bahwa perjanjian privat komersial berbahasa Inggris 
yang dibuat sebelum UU No. 24 Tahun 2009 tetap sah dan tidak batal demi hukum. 
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak tetap memiliki otonomi untuk 
menentukan bahasa perjanjian hingga diterbitkannya aturan pelaksana. 

Begitupula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 
menetapkan bahwa penggunaan bahasa asing dalam perjanjian oleh lembaga swasta 
atau individu Indonesia dengan pihak asing tidak dapat dijadikan alasan pembatalan 
kontrak. Selama perjanjian didasari iktikad baik, ketiadaan terjemahan Bahasa 
Indonesia tetap mengikat para pihak, kecuali jika terbukti terdapat unsur iktikad 
tidak baik dalam proses pembuatannya. 

Mengingat belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan 
sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan maka seharusnya 
perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing untuk objek perjanjian yang 
ada di Indonesia dan subjek perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia harus 
dianggap tetap berlaku atau wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar tetap 
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berlaku dan berakibat hukum untuk menghindari penyalahgunaan ketentuan Pasal 
31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam 
memenuhi prestasinya. Pemerintah Indonesia selain menggunakan Bendera, Bahasa, 
Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan untuk menunjukkan jati diri bangsa 
sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 1945) dan dipertegas lagi pada bagian 
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 
dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan seharusnya lebih fleksible dan terbuka 
dalam menjalin hubungan internasional baik dari segi investasi maupun pengaturan 
yang mengatur tentang standar investasi di Indonesia termasuk dalam mengatur 
ketentuan terkait dengan perjanjian. 

Persoalan yang timbul dengan kewenangan membatalkan sepihak tentunya 
akan membawa persoalan hukum baru bilamana pihak lainnya masih mengalami 
kerugian, sehingga kewenangan pembatalan tanpa proses litigasi sesungguhnya 
masih meninggalkan persoalan hukum baru, dimana pihak yang merasa dirugikan 
akan mengajukan tuntutan baru untuk tetap menguatakan bahwa perikatan masih 
berlaku dan mengikat kepada para pihak serta menyatakan bahwa ada pihak yang 
melakukan wanprestasi. Namun, ketika hakim menerima bukti berupa perjanjian-
perjanjian yang ada itu, pertimbangan hakim menjadi sangat terbatas dengan 
memperhatikan syarat-syarat pembatalan perjanjian, kalau tidak ada pencantuman 
syarat-syaratnya maka hakim leluasa untuk memeriksa dan menimbang perkaranya. 

Lebih jauh lagi, pembatalan yang didasarkan pada alasan pelanggaran 
ketertiban umum ini berisiko melumpuhkan prinsip separability atau severability 
dalam doktrin hukum kontrak internasional, yang sejatinya menjamin bahwa 
klausul arbitrase atau pilihan penyelesaian sengketa dapat berdiri sendiri terlepas 
dari sah atau tidaknya kontrak pokok. Ketika kedaulatan bahasa dikualifikasikan 
sebagai bagian dari ketertiban umum, terbuka peluang bagi pengadilan di Indonesia 
untuk menyatakan dirinya berwenang (jurisdiction) mengadili perkara tersebut dan 
mengesampingkan pilihan hukum atau forum arbitrase asing yang telah disepakati 
sebelumnya.  

Pada tatanan praktis, rangkaian ketidakpastian hukum ini sering kali 
dimanfaatkan secara pragmatis oleh pihak domestik yang beritikad tidak baik. 
Terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan di mana pelaku usaha Indonesia 
menggunakan alasan formalitas administratif terkait bahasa kontrak sebagai tameng 
untuk menghindari tanggung jawab kontraktualnya setelah terjadi wanprestasi, 
padahal sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan penggunaan bahasa asing 
tersebut dalam pelaksanaan kontrak. Tindakan mengingkari sikap hukum 
sebelumnya demi menghindari kewajiban ini secara terang benderang mencederai 
prinsip itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH 
Perdata. 

 
SIMPULAN  

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sejatinya merupakan 
kaidah hukum yang tidak disertai sanksi tegas (lex imperfecta). Akibat hukum berupa 
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"batal demi hukum" sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang 
tersebut. Konsekuensi fatal ini lahir akibat penafsiran hakim yang 
mengkualifikasikan ketiadaan naskah Bahasa Indonesia sebagai pelanggaran syarat 
objektif sahnya perjanjian, yakni tidak terpenuhinya unsur "sebab yang halal" 
(geoorloofde oorzaak) berdasarkan Pasal 1320 angka 4 juncto Pasal 1337 KUH 
Perdata. Sebagai akibat hukum dari putusan batal demi hukum, kontrak tersebut 
dianggap tidak pernah ada sejak awal. Akibatnya, segala dasar hukum untuk 
perpindahan hak kepemilikan maupun kewajiban pembayaran yang diatur dalam 
kontrak tersebut menjadi gugur. Keadaan hukum para pihak harus dikembalikan 
pada kondisi semula seperti sebelum kontrak tersebut dibuat, yang dikenal dengan 
prinsip restitutio in integrum. Meskipun kontrak telah batal, kewajiban perdata 
untuk mengembalikan pokok prestasi (misalnya dana pinjaman) tetap harus 
dilaksanakan. Namun, dasar hukumnya bergeser dari "kewajiban kontraktual" 
menjadi "kewajiban undang-undang" berdasarkan prinsip pembayaran yang tidak 
terutang (onverschuldigde betaling) sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUH 
Perdata. Pihak yang telah menerima prestasi wajib mengembalikannya untuk 
mencegah terjadinya tindakan memperkaya diri tanpa hak (unjust enrichment) yang 
merugikan pihak lain. Dampak yuridis yang paling merugikan adalah gugurnya 
seluruh perjanjian turunan yang melekat pada perjanjian pokok, seperti Akta 
Jaminan Fidusia. Karena perjanjian pokok dianggap tidak pernah ada, maka hak-hak 
kontraktual kreditur asing seperti bunga komersial, denda keterlambatan, dan 
penalti menjadi tidak berlaku dan tidak dapat dituntut. Secara hukum, kreditur 
kehilangan hak tagih atas keuntungan yang diharapkan dari kontrak tersebut, yang 
pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum bagi iklim investasi di 
Indonesia. Jika pembatalan kontrak didasarkan pada argumen bahwa ketiadaan 
Bahasa Indonesia melanggar ketertiban umum Indonesia, terdapat risiko bahwa 
klausul penyelesaian sengketa (seperti arbitrase di luar negeri) juga dapat 
dikesampingkan oleh pengadilan Indonesia. Hal ini menciptakan ketidakpastian 
hukum yang serius, di mana putusan arbitrase asing mungkin akan sulit dieksekusi 
di Indonesia karena dianggap melanggar sendi-sendi hukum publik negara. Upaya 
menghindari tanggung jawab melalui alasan formal seperti bahasa kontrak 
merugikan kepastian hukum dan kepercayaan mitra asing terhadap pelaku usaha 
Indonesia. Hal ini membuat kalangan investor khawatir saat mengetahui Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 yang membatalkan perjanjian bernilai 
jutaan dolar hanya karena dibuat dalam Bahasa Inggris. Fakta ini menunjukkan 
bahwa kualitas putusan pengadilan di suatu negara sangat memengaruhi minat 
pelaku usaha luar negeri untuk menanamkan investasinya. 
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